BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita
kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi
deliberasi didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik
(musyawarah) oleh warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi
pembuatan keputusan politik. Demokrasi deliberatif berusaha merubah kebijakan
pemerintah melalui diskusi yang argumentatif, penilaian bersama di antara warga
masyarakat. Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan

hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria.

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun
perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi serta
melibatkan masyarakat dalam perencanan pembangunan. Berdasarkan pembahasan
yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi deliberatif dalam
perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berjalan hal ini dilihat dari beberapa

indikator dari demokrasi deliberatif yaitu:



6.1.1 Partisipasi

Dari segi partisipasi masyarakat Desa Nduaria dalam perencanaan pembangun
masih relatif rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai perencanaan pembangunan dan sebagian masyarakat yang seharian sibuk
bekerja dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak bisa mengikuti
pertemuan atau musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga partisipasi

masyarakat masih jauh dari harapan.
6.1.2 Ruang Publik

Pada musrembang di Desa Nduaria, kondisi ini dianggap belum terlaksana
sepenuhnya. Hal ini terjadi karena pembahasan atau diskusi yang terjadi pada forum
musrembang hanya berdasarkan pada usulan, bukan berdasar pada isu permasalahan
yang terjadi. Hal ini menyebabkan diskusi yang terjadi hanya sekedar menyetujui apa
yang telah diputuskan dalam kegiatan pra- musrembang, ditambah dengan kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan desa. Dengan
demikian deliberasi pada kemungkinan untuk membahas permasalahan dengan

pertimbangan berbagai sudut pandang tidak dilakukan.



6.1.3 Kendala atau Halangan

Sebagai bahan refleksi atas proses perencanaan pembangunan yang sudah
berjalan, cukup menarik untuk mengkaji kembali beberapa hal yang dapat
berpengaruh terhadap diakomodir atau tidaknya aspirasi masyarakat yaitu adanya
kepentingan politik di kalangan elit desa, tidak diakomodasikan aspirasi masyarakat,
kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, serta
rendahnya pendidikan masyarakat dan faktor ekonomi yang menjadi kendala atau

pengaruh dalam proses perencanaan pembangunan Desa Nduaria.

6.1.4 Efektivitas

Pembangunan yang efektif akan menumbuhkan keterlibatan (partisipasi) dari
masyarakat itu sendiri. Sehingga selain demi pembangunan yang efektif akan
terwujud juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Ketika program
pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai rencana atau tepat sasaran, dan tepat
waktu maka dengan demikian tujuan yang diidamkan akan tercapai dan memberikan

manfaat bagi masyarakat bahkan pemerintah.

Pembangunan yang dilakukan di Desa Nduaria sudah tepat sasaran dimana
hasil wawancara dan pengamatan peneleliti selama melakukan penelitian menunjukan
bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar merupakan kegiatan yang sangat

urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak.



6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan di Desa Nduaria, maka dapat diajukan beberapa saran
sebagai berikut:

- Pada akhirnya partisipasi itu akan terwakili oleh beberapa kalanga saja
yang terpelajar dan yang berwawasan karena itu demokrasi deliberative
harus kuat pada tingkat dusun dimana warga kurang lebih homogen dan
lebih kecil jumlahnya dimana orang merasa tidak gerogi dalam
mengemukakan pendapat, jadi kalau mau membuat usulan maka penguatan
demokrasi delibertif itu harus dimulai pertama pada tingkat dusun baru ke
tingkat yang lebih tinggi yaitu musdes karena dusun adalah homogennya
masyarakat.

- Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada isu permasalahan yang
dihadapai oleh masyarakat bukan berdasarkan pada usulan, hal ini
menyebabkan diskusi yang terjadi hanya sekedar menyetujui apa yang

telah diputuskan dalam kegiatan pra- musrembang.
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Pedoman Wawancara

A. Indikator Partisipasi Yang Aktif

1.

Apakah  masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan
pembangunan di Desa Nduaria?

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di

Desa Nduaria?

B. Indikator Ruang Publik

1.

Apakah semua masyarakat desa dilibatkan dalam proses musyawarah
desa?
Berapa kali dalam setahun pemerintah desa mengadakan musyawarah

dengan masyarakat di Desa Nduaria?



C. Indikator Kendala atau Halangan
1. Apakah ada kendala atau hambatan yang ditemukan dalam proses
musyawarah di Desa Nduaria
2. Bagaimana cara untuk mengatasi perbedaan pendapat (perbedaan
kepentingan) dalam proses berlangsungnya suatu musyawarah di Desa
Nduaria?
D. Indikator evektifitas
1. Apakah kebijakan pembangunan yang dilakukan di desa melalui
musyawarah desa sudah tepat sasasaran?
2. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di
desa?
3. Apakah masyarakat merasa puas dengan pembangunan di Desa

Nduaria?
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